





Bertolak dari uraian-uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka 
pada akhirnya bagian penutup ini dkemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari 
pembahasan tentang pelaksanaan politik hukum pidana dalam kejahatan perkosaan yang 
dilakukan oleh sesama jenis. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan hasil penelitian 
dalam tesis ini, maka dikemukakan beberapa saran guna meningkatkan upaya-upaya yang 
konkrit dalam hal pengaturan pengancaman terhadap kejahatan pemerkosaan yang 
dilakukan oleh sesama jenis di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kesimpulan 
a) Pemerintah dalam pengambilan kebijakan guna mengatasi persoalan tindak 
kejahatan berupa perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis, dapat melalui 
mekanisme pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh terkait aturan tindak 
pidana perkosaan. Seperti yang telah dilakukan sebelumya pembahasan 
berkaitan dengan aturan tersebut masih harus didalami, dipelajari dan dikaji 
secara menyeluruh. Pengambilan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana 
dapat ditempuh dengan menggunakan jalur politik hukum pidana yang 
merupakan representasi dari politik kriminal yang menggunakan jalur hukum 
pidana. Oleh karena itu dapatlah diartikan bahwa kebijakan pemerintah dalam 
upaya mereduksi kejahatan secara rasional oleh karena negara mengangap 




merusak moralitas manusia dan bangsa Indonesia serta bertentangan dengan 
nilai dan budaya bangsa. Konsep formulasi hukum pidana dalam mengantisipasi 
kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis, maka hukum pidana 
Indonesia dapat memodifikasi peraturan perundang-undangan yang telah ada, 
dengan kejahatan perkosaan yang menjadi tema utama. Konsep hukum pidana 
saat ini, meskipun tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang 
mempengaruhi tindak kejahatan, maka aturan hukum pidana yang sudah ada 
juga dapat dimodifikasi berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU KUHP, 
RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maupun RUU Perlindungan Sanksi dan 
Korban). Peraturan perundang-undangan dapat dimodifikasi dengan merancang 
rumusan perbuatan dan sanksi yang sesuai dengan bentuk-bentuk dan 
karakteristik kejahatan pemerkosaan sesama jenis. Hal ini dilakukan dengan 
melakukan re-evaluasi, reorientasi dan reformasi peraturan hukum pidana 
positif baik yang berupa kodifikasi maupun peraturan hukum pidana yang 
tersebar di luar KUHP. Dalam hal ini maka kegiatan - kegiatan depenalisasi, 
dekriminalisasi dan kriminalisasi merupakan hal yang sangat penting dalam 
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berhubung dengan politik hukum 
pidana. 
b) Konstruksi pengaturan pengancaman pidana yang terkait dengan kejahatan 
perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis dengan menggunakan sarana 
hukum pidana dinilai sudah tidak berjalan optimal dikarenakan aturan yang 
terdahulu didalam KUHP hanya menempatkan hubungan sesama jenis sebagai 




perkembangan dalam kejahatan perkosaan tidak lagi menempatkan unsur 
gender semata seperti banyaknya temuan - temuan tindak kejahatan perkosaan 
yang dilaporkan ke Lembaga Organisasi Internasional seperti Center for 
Disease Control and Prevention, National Crime Victimization-Bureau of 
Justice, Women Crisis Center, bahwa seringkali kronologis kejahatan perkosaan 
menempatkan pria sebagai pelaku perbuatan tersebut namun tidak dapat 
dipungkiri bahwa hingga kini perkosaan juga bisa dilakukan oleh wanita. 
Kenyataan sosial dan perkembangan tren kejahatan menunjukkan bahwa 
kejahatan serupa perkosaan bisa dilakukan oleh wanita kepada pria dan bahkan 
dilakukan antara sesama jenis. Dalam pemberian sanksi hukuman bagi pelaku 
kejahatan pemerkosaan sesama jenis juga tidak mengedepankan pada aspek 
penegakan dan kepastian hukum sebagai mana aturan hukum pidana itu 
dibentuk. Tahapan dalam pengaturan pengancaman pidana tersebut harus dilihat 
sebagai suatu usaha atau proses rasional yang dibentuk kemudian direncanakan 
untuk mencapai tujuan pemidanaan yang saling berhubungan antara aktivitas 
yang merupakan perwujudan dari kebijakan nasional.  
2. Saran 
a) Kasus kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis dapat diterapkan 
dengan berbagai peraturan perundang-undangan (KUHP, UU Ham dan UU 
Perlindungan Saksi dan Korban). Hakim dengan metode interpretasi 
mempunyai kebebasan untuk menetapkan kebijakan yang menurut kehendak 
bebasnya. Jaksa dan Penyidik Polri dalam melakukan penuntutan dan 




yang ada. Peran serta dari aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus 
kejahatan dengan menggunakan berbagai penafsiran yang logis dan dapat 
dipertanggungjawabkan sehingga tidak menjadi baku ketika dalam menangani 
kasus seperti ini, khususnya kasus pemerkosaan sesama jenis. Untuk mengikuti 
perkembangan masyarakat yang sangat dinamis inklusif diikuti dengan 
perkembangan kejahatan, sudah sepantasnya pemerintah secara berkala selalu 
mengadakan pelaksanaan pembentukan hukum pidana. Pelaksanaan kebijakan 
hukum pidana akan menimbulkan konsekuensi yang adil karena hukum pidana 
tidak hanya hukum yang terlepas dari masyarakatnya melainkan akan ada 
didalam masyarakat. Perlunya pengembangan dan peningkatan dalam 
pemahaman bukan hanya disiplin ilmu hukum saja tetapi juga ilmu 
Kriminologi dan Viktimulogi bagi aparat penegak hukum dengan melakukan 
pelatihan-pelatihan khusus tersebut diharapkan dapat mengatasi persoalan yang 
terkait dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis.  
b) Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat digunakan terhadap 
pelaku kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh sesama jenis, meskipun belum 
ada peraturan perundang - undangan yang secara khusus mengatur tentang 
kejahatan perkosaan sesama jenis tersebut. Pihak legislatif dalam hal ini DPR 
bersama-sama dengan eksekutif dalam hal ini Presiden dapat untuk segera 
melakukan rekonstruksi dan memodikasi terhadap aturan yang sudah ada, 
mengingat kejahatan pemerkosaan sesama jenis terus terjadi dan cenderung 
berkembang sehingga dampak atau akibat yang ditimbulkan dari kejahatan 




agama bangsa Indonesia. Peraturan yang diterapkan harus memuat sanksi 
pidana yang tegas terhadap kejahatan perkosaan, sehingga dapat memberikan 
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